ABSTRAK

Skripsi dengan judul “Perlindungan Atas Keselamatan Bagi Nelayan Ditinjau
Dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan
Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, Dan Tambak Garam ( Studi Kasus
di Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek)” ini ditulis oleh Danu Nawang
Subeqi, NIM. 12103193100, pembimbing Bapak Muksin, M.H

Kata Kunci: perlindungan, keselamatan, Nelayan, Pemerintah Daerah,
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016

Penelitian ini dilatar belakangi oleh tingginya tingkat resiko pekerjaan
sebagai nelayan di kecamatan watulimo kabupaten Trenggalek serta bentuk
upaya perlindungan dan pengawasan keselamatan nelayan di Kabupaten
Trenggalek ditinjau dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang
Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya lkan, Dan Tambak
Garam.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:1)Bagaimana Perlindungan
Atas Keselamatan Bagi Nelayan Oleh Pemerintah Kabupaten? 2)Bagaimana
Upaya pemerintah Kabupaten Trenggalek Dalam Meningkatkan Pengawasan
Keselamatan Atas Resiko Kerja Yang Di Hadapi Nelayan? 3) Bagaimana
perlindungan dan pengawasan atas keselamatan bagi nelayan oleh pemerintah
kabupaten trenggalek dalam persfektif Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016
tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudi daya ikan, dan tambak
garam?

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dan
pendekatan Kualitatif. Teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi,
dan dokumentasi. Teknis analisis data yang digunakan adalah kondensasi data,
penyajian data dan penarikan kesimpulan. Pengecekan keabsahan data yang
digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber yaitu dengan
menggabungkan data dari sumber yang telah ada.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1) upaya pemerintah kabupaten Trenggalek
untuk melindungi keselamatan nelayan yaitu, memberian alat keselamatan berupa
life jacket, sosialisasi program asuransi, dan pemberian bantuan pembayaran
premi asuransi. 2) upaya pengawasan pemerintah kabupaten Trenggalek terhadap
keselamatan nelayan dengan membuat wacana rekomendasi pembelian BBM
dengan menyertakan alat keselamatan dan memberikan bantuan pencarian serta
pertolongan bagi nelayan yang mengalami kecelakaan. 3) Dalam Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan,
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Pembudidaya lkan, dan Petani Garam telah memberikan kerangka hukum yang
jelas untuk perlindungan dan pemberdayaan nelayan. Perlindungan keselamatan
nelayan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 meliputi:  Asuransi
Nelayan, Pelatihan dan Edukasi Keselamatan, Penyediaan Alat Keselamatan,
pengawasan keselamatan nelayan nelayan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2016 meliputi : Inspeksi Rutin kapal nelayan untuk memeriksa kelengkapan alat
keselamatan dan kondisi operasional kapal, menerapkan sistem monitoring dan
evaluasi berkala untuk menilai efektivitas program keselamatan nelayan,
Pengawasan dilakukan melalui koordinasi yang efektif antara berbagai lembaga
terkait, termasuk Badan SAR Nasional (Basarnas), Kepolisian Perairan, dan
instansi pemerintah daerah.
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ABSTRACT

The thesis with the title "Safety Protection for Fishermen in View from Law
Number 7 of 2016 concerning the Protection and Empowerment of Fishermen,
Fish Farmers and Salt Ponds (Case Study in Watulimo District, Trenggalek
Regency)" was written by Danu Nawang Subeqi, NIM. 12103193100, supervisor
Mr. Muksin, M.H

Keywords: protection, safety, Fishermen, Regional Government, Law Number 7
of 2016

This research is motivated by the high level of risk of work as a
fisherman in Watulimo sub-district, Trenggalek Regency and the form of efforts
to protect and monitor the safety of fishermen in Trenggalek Regency in terms of
Law Number 7 of 2016 concerning the Protection and Empowerment of
Fishermen, Fish Farmers and Salt Ponds.

The formulation of the problem in this research is: 1) How is the safety
of fishermen protected by the district government? 2) What are the efforts of the
Trenggalek Regency government to increase safety supervision over the work
risks faced by fishermen? 3) How is the protection and supervision of safety for
fishermen by the Trenggalek district government in the perspective of Law
Number 7 of 2016 concerning the protection and empowerment of fishermen, fish
farmers and salt ponds?

The type of research used is empirical legal research and a qualitative
approach. Data collection techniques include interviews, observation and
documentation. The data analysis techniques used are data condensation, data
presentation and drawing conclusions. Checking the validity of the data used in
this research is source triangulation, namely by combining data from existing
sources.

The results of the research show that: 1) the efforts of the Trenggalek
district government to protect the safety of fishermen, namely, providing safety
equipment in the form of life jackets, socializing insurance programs, and
providing assistance in paying insurance premiums. 2) efforts to monitor the
safety of fishermen by the Trenggalek district government by making
recommendations for purchasing fuel oil by including safety equipment and
providing search and rescue assistance for fishermen who experience accidents. 3)
Law Number 7 of 2016 concerning Protection and Empowerment of Fishermen,
Fish Cultivators and Salt Farmers provides a clear legal framework for the
protection and empowerment of fishermen. Protection of fishermen's safety in
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Law Number 7 of 2016 includes: Fishermen's Insurance, Safety Training and
Education, Provision of Safety Equipment, supervision of fishermen's safety in
Law Number 7 of 2016 includes: Routine inspection of fishing vessels to check
the completeness of safety equipment and condition vessel operations,
implementing a periodic monitoring and evaluation system to assess the
effectiveness of fishermen safety programs. Supervision is carried out through
effective coordination between various related institutions, including the National
SAR Agency (Basarnas), the Water Police, and local government agencies.
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